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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-
bentuk pelanggaran atas larangan di
kawasan tanpa rokok dan bagaimanakah
pemberlakuan pidana denda apabila
melakukan pelanggaran atas larangan di
kawasan tanpa rokok. Denagn
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, maka dapat disim[pulkan bahwa:
1. Pelanggaran atas larangan di kawasan
tanpa rokok, terjadi apabila merokok pada
tempat  seperti:  fasilitas  pelayanan
kesehatan; tempat proses belajar
mengajar; tempat anak bermain; tempat
ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan
tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
2. Pidana denda atas pelanggaran kawasan
tanpa rokok dapat dikenakan bagi setiap
orang yang dengan sengaja melanggar
kawasan tanpa rokok. Pimpinan dan/atau
penanggung jawab tempat yang ditetapkan
sebagai kawasan dilarang merokok apabila
terbukti membiarkan orang merokok di
kawasan dilarang  merokok, dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa:
peringatan tertulis; penghentian sementara
kegiatan atau usaha; pencabutan izin.

Kata kunci: Sengaja melanggar, Kawasan,
Tanpa Rokok
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pembangunan kesehatan sebagai salah satu
upaya pembangunan nasional diarahkan
guna tercapainya kesadaran, kemauan dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap
penduduk, agar dapat mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal. Untuk
mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal  bagi  masyarakat tersebut,
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan
dimana salah satu upaya dimaksud adalah
pengamanan zat adiktif yang diatur dalam
Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan. 3 Rokok
merupakan salah satu zat adiktif yang bila
digunakan dapat mengakibatkan bahaya
kesehatan bagi individu dan masyarakat,
oleh karena dalam rokok terdapat kurang
lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara
lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar
yang bersifat karsinogenik, yang dapat
mengakibatkan berbagai penyakit antara
lain kanker, penyakit jantung, impotensi,
penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik,
dan gangguan kehamilan.

Dalam rangka peningkatan upaya
penanggulangan bahaya akibat merokok
dan juga implementasi pelaksanaannya di
lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu,
diperlukan peraturan perundang-undangan
dalam bentuk Peraturan Pemerintah
tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan, dengan tujuan :

a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat
merokok;

b. membudayakan hidup sehat;

c. menekan perokok pemula;

d. melindungi kesehatan perokok pasif.4

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu
dilaksanakan dengan pemberian informasi
tentang kandungan kadar nikotin dan tar
yang ada pada setiap batang rokok,
pencantuman peringatan pada label,
pengaturan produksi dan penjualan rokok

3Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. I. Umum.

4,

Ibid.
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dan periklanan dan promosi rokok. Selain
itu, perlu ditetapkan pula kawasan tanpa
rokok pada tempat umum, sarana
kesehatan, tempat kerja dan tempat yang
secara spesifik sebagai tempat proses
belajar mengajar, arena kegiatan anak,
tempat ibadah dan angkutan umum. >
Rokok juga mengganggu suplai oksigen
pada permukaan kulit. Kulit menjadi kusam
dan kering, sel-sel radang menjadi aktif.
Peradangan pada kulit sering terjadi. Suplai
oksigen  terganggu, karena zat-zat
berbahaya terbawa pada pembuluh darah
di sekitar kepala. Rambut perokok
terganggu tidak mendapatkan suplai yang
baik  hingga tampak kusam. Bagi
perempuan perokok dapat mempersempit
pembuluh darah di sekitar rahim pada
jangka waktu tertentu. Akibatnya akan ada
gangguan kehamilan. Suplai okesigen dan
nutrisi pada janin akan berkurang, sehingga
janin tidak sehat bahkan meninggal dalam
kandungan. Bayi dapat lahir dengan berat
badan rendah bahkan lahir prematur.®

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk

pelanggaran atas larangan di kawasan

tanpa rokok ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan pidana
denda apabila melakukan pelanggaran
atas larangan di kawasan tanpa rokok ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini
melalui pengumpulan bahan-bahan hukum
dengan melakukan studi kepustakaan.
Bahan-bahan hukum primer  yang
diperlukan seperti peraturan perundang-
undangan. Bahan-bahan hukum sekunder
seperti literatur-literatur dan karya-karya
ilmiah hukum digunakan untuk melengkapi
bahan-bahan hukum primer dan untuk

5 .

Ibid.
® Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Cet.
2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 216.

menjelaskan mengenai  istilah  dan
pengertian-pengertian yang diperlukan
dalam penulisan ini digunakan bahan-
bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus
hukum.

PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN HUKUM DI KAWASAN

TANPA ROKOK
Kesehatan lingkungan adalah suatu

kondisi atau keadaan lingkungan vyang
optimum sehingga berpengaruh positif
terhadap terwujudnya status kesehatan
yang optimum pula, sedangkan pengertian
kesehatan lingkungan menurut WHO
adalah ilmu dan keterampilan vyang
memusatkan perhatiannya pada usaha
pengendalian semua faktor yang ada pada
lingkungan fisik manusia yang diperkirakan
menimbulkan/akan menimbulkan hal-hal
yang merugikan perkembangan fisiknya,
kesehatannya maupun kelangsungan
hidupnya.7

Dasar pertimbangan diberlakukannya,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan,
sebagaimana dinyatakan pada bagian
“Menimbang”: (a): bahwa rokok
merupakan salah satu zat adiktif yang bila
digunakan mengakibatkan bahaya bagi
kesehatan individu dan masyarakat, oleh
karena itu perlu dilakukan berbagai upaya
pengamanan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan
Dan Menteri Dalam Negeri Nomor
188/Menkes/Pb/1/2011 Nomor 7 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok, Menimbang :

a. bahwa asap rokok terbukti dapat
membahayakan kesehatan individu,
masyarakat, dan lingkungan, sehingga
perlu dilakukan tindakan perlindungan
terhadap paparan asap rokok;

’ Hariza Adnani, lImu Kesehatan Masyarakat, Nuha
Medika, Cetakan I. Yogyakarta, 2011, hal, 57.
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b. bahwa dalam rangka melindungi
individu, masyarakat, dan lingkungan
terhadap paparan asap rokok,
pemerintah daerah perlu menetapkan
Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun
2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok,
menyatakan pada bagian “Menimbang”:

a. bahwa rokok merupakan salah satu zat
adiktif yang bila digunakan dapat
mengakibatkan bahaya kesehatan bagi
individu dan masyarakat baik selaku
perokok aktif maupun perokok pasif,
oleh sebab itu diperlukan perlindungan
terhadap bahaya rokok bagi kesehatan
secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan;

b. bahwa untuk udara yang sehat dan
bersih hak bagi setiap orang, maka
diperlukan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan masyarakat untuk
mencegah dampak penggunaan rokok
baik langsung maupun tidak langsung
terhadap kesehatan, guna terwujudnya
derajat kesehatan masyarakat yang
optimal.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
mengatur dalam Pasal 114 bahwa: Setiap
orang yang memproduksi atau
memasukkan rokok ke wilayah Indonesia
wajib mencantumkan peringatan
kesehatan. Penjelasan Pasal 114
menegaskan: Yang dimaksud dengan
“peringatan kesehatan” dalam ketentuan
ini adalah tulisan yang jelas dan mudah
terbaca dan dapat disertai gambar atau
bentuk lainnya.

Pasal 115 menyatakan pada ayat:

(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum;

tempat kerja; dan

S o a0
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g. tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan.
(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan
kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Penjelasan  Pasal 115 ayat (1)
menegaskan khusus bagi tempat kerja,
tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan  tempat  khusus  untuk
merokok. Ayat (2) Pemerintah daerah
dalam menetapkan kawasan tanpa rokok
harus mempertimbangkan seluruh aspek
secara holistik.

Pelanggaran atas larangan di kawasan
tanpa rokok terjadi apabila dengan sengaja
merokok di kawasan tanpa rokok, seperti:
fasilitas pelayanan kesehatan; tempat
proses belajar mengajar; tempat anak
bermain; tempat ibadah; angkutan umum;
tempat kerja; dan tempat umum dan
tempat lain yang ditetapkan.

Pelanggaran; overtrading; violation;
contravention, yaitu: perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana yang
oleh undang-undang pidana ditentukan
lebih ringan pidananya daripada kejahatan.
Pelanggaran undang-undang;
wetschending, yaitu: perbuatan yang tidak
sesuai atau bertentangan dengan
ketentuan undang-undang; misalnya, orang
yang melanggar larangan atau tidak
melakukan kewajiban hukum pidana.?

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan,
mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22:
Tempat umum, sarana kesehatan, tempat
kerja dan tempat yang secara spesifik
sebagai tempat proses belajar mengajar,
arena kegiatan anak, tempat ibadah dan
angkutan umum dinyatakan sebagai
kawasan tanpa rokok. Pasal 23: Pimpinan
atau penanggungjawab tempat umum dan
tempat kerja yang menyediakan tempat

8Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit,
hal. 95.
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khusus untuk merokok harus menyediakan
alat penghisap wudara sehingga tidak
mengganggu kesehatan bagi yang tidak
merokok. Pasal 24: Dalam angkutan umum
dapat disediakan tempat khusus untuk
merokok dengan ketentuan :

a. Lokasi tempat khusus untuk merokok
terpisah secara fisik/tidak bercampur
dengan kawasan tanpa rokok pada
angkutan umum yang sama;

b. Dalam tempat khusus untuk merokok
harus dilengkapi alat penghisap udara
atau memiliki sistem sirkulasi udara yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang perhubungan.

Pasal 25: Pemerintah Daerah wajib
mewujudkan  kawasan tanpa  rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, di
wilayahnya.

B. PIDANA DENDA ATAS PELANGGARAN
KAWASAN TANPA ROKOK
Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Pasal 201 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),
Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal
197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal
200 dilakukan oleh korporasi, selain
pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana vyang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3
(tiga) kali dari pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192,
Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal
199, dan Pasal 200.

(2) Selain pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), korporasi
dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun
2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok
BAB VIII, mengatur mengenai Sanksi, Pasal
27 ayat:

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab
tempat vyang ditetapkan sebagai
kawasan dilarang merokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
apabila terbukti membiarkan orang
merokok di kawasan dilarang merokok,
dapat dikenakan sanksi administrasi
berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan

atau usaha;

c. pencabutan izin.

(2) Setiap orang yang terbukti merokok di
kawasan dilarang merokok, dapat
dikenakan sanksi sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara
dan/atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,
mengatur mengenai Siaran lklan. Pasal 46
ayat:

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan
niaga dan siaran iklan layanan
masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan,
fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
a. promosi yang dihubungkan dengan

ajaran suatu agama, ideologi, pribadi
dan/atau kelompok, yang
menyinggung perasaan dan/atau
merendahkan martabat agama lain,
ideologi lain, pribadi lain, atau
kelompok lain;

b. promosi minuman keras atau

sejenisnya dan bahan atau zat
adiktif;
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c. promosi rokok yang memperagakan
wujud rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan
kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai
agama; dan/atau

e. eksploitasi anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun.

Pasal 58: Dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran
radio dan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) untuk penyiaran televisi,
setiap orang yang:

a. melanggar  ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. melanggar  ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. melanggar  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);

d. melanggar  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dalam

Peraturan Pemerintah ini, iklan dan

promosi rokok hanya dapat dilakukan

dengan  persyaratan tertentu  yang
ditetapkan. Ketentuan mengenai iklan
tersebut juga harus memperhatikan
ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran. Peran masyarakat dalam upaya
pengamanan rokok bagi kesehatan perlu
ditingkatkan agar terbentuk kawasan tanpa
rokok di semua tempat/sarana. Pembinaan
dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan
atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi
kesehatan dilaksanakan dalam berbagai
bidang melalui pemberian informasi,
penyuluhan, dan pengembangan

Lex Crimen Vol. lll/No. 4/Ags-Nov/2014

kemampuan masyarakat untuk berperilaku
hidup sehat.’

Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau
suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau
organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.™
Pidana: penderitaan  yang  sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan
pebuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu.' Sanksi (sanctie): akibat hukum
bagi pelanggar ketentuan undang-undang.
Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata
dan ada sanksi pidana.12

Sanksi pidana (strafsanctie): akibat
hukum terhadap pelanggaran ketentuan
pidana yang berupa pidana dan/atau
tindakan.™ Pidana (Straf): hukuman yang
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti
bersalah melakukan delik berdasarkan
putusan yang berkekuatan hukum tetap.14
Sanksi pidana adalah tindakan hukuman
badan bagi yang melanggarnya, baik
kurungan maupun penjara. Hukuman
badan dapat berdiri sendiri dan atau
dengan ditambah denda. Jenis tindak
pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.®

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar,
mengapa diadakan pemidanaan?
Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide
dasar, untuk apa diadakan pemidanaan?
Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif
terhadap suau perbuatan, sedangkan sanksi
tindakan lebih bersifat antispatif terhadap
pelaku perbuatan tersebut.'®

®Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan.

10 Anonim, Kamus Hukum, Op.Cit, hal. 429.

" Ibid, hal. 392.

2 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit,
hal. 138.

 Ibid.

“ Ibid, hal. 119.

> Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A.
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143
16Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, Op. Cit,
hal. 91.
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Penerapan sanksi dalam suatu
perundang-undangan pidana bukanlah
sekedar masalah teknis  perundang-
undangan semata, melainkan bagian tak
terpisahkan dari substansi atau materi
perundang-undangan itu sendiri. Artinya,
dalam hal menyangkut masalah penalisasi,
kriminalisasi dan deskriminalisasi harus
dipahami secara komprehensif baik segala
aspek persoalan substansi atau materi
perundang-undangan pada tahap kebijakan
legislasi. Keberadaan sanksi tindakan
menjadi urgen karena tujuannya adalah
untuk mendidik kembali pelaku agar
mampu  menyesuaikan  diri  dengan
lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebuh
menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam
reformasi dan pendidikan kembali pelaku
kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat
penting karena hanya dengan cara ini,
pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang
dilakukan itu bertentangan dengan nilai-
nilai kemanusiaan.'’

Bahwa sanksi dalam hukum pidana
adalah merupakan reaksi atas pelanggaran
hukum vyang telah ditentukan undang-
undang, mulai dari penahanan, penuntutan
sampai, sampai pada penjatuhan hukuman
oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa
bagian terpenting dari setiap undang-
undang adalah menentukan sistem hukum
yang dianutnya. Masalah  kebijakan
menetapkan jenis sanksi dalam hukum
pidana, tidak terlepas dari masalah
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam
pemidanaan.18

Norma hukum, norma yang timbul dari
ketentuan baik yang tertulis maupun tidak
tertulis. Hukum vyang tertulis diartikan
peraturan yang dibuat oleh lembaga yang
berwenang dalam suatu negara dan kepada
pelaku pelanggaran norma hukum ini akan
dikenakan sanksi yuridis untuk norma
hukum yang tidak tertulis lebih dikenal

Y Ibid. hal. 91
8 Ibid, hal. 92.

dengan norma adat, sedangka pelaku
pelanggaran norma adat bisa dikenakan
sanksi yuridis adat, maupun sanksi moral.
Jenis sanksi ini bisa dan juga diterapkan
kepada tenaga kedokteran yang
menjalankan pelayanan kesehatan.™

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran atas larangan di kawasan
tanpa rokok, terjadi apabila merokok
pada tempat seperti: fasilitas pelayanan
kesehatan; tempat proses belajar
mengajar; tempat anak bermain;
tempat ibadah; angkutan umum; tempat
kerja; dan tempat umum dan tempat
lain yang ditetapkan sebagai kawasan
tanpa rokok.

2. Pidana denda atas pelanggaran kawasan
tanpa rokok dapat dikenakan bagi setiap
orang yang dengan sengaja melanggar
kawasan  tanpa  rokok. Pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat
yang ditetapkan sebagai kawasan
dilarang merokok apabila terbukti
membiarkan orang merokok di kawasan
dilarang merokok, dapat dikenakan
sanksi administrasi berupa: peringatan
tertulis; penghentian sementara
kegiatan atau usaha; pencabutan izin.

B. SARAN

1. Di kawasan tanpa rokok Pemerintah
daerah wajib menetapkan kawasan
tanpa rokok di wilayahnya. Khusus bagi
tempat kerja, tempat umum, dan
tempat lainnya dapat disediakan tempat
khusus untuk merokok. Perlunya
peningkatan pengawasan oleh
pemerintah secara efektif dan apabila
dari hasil pengawasan terdapat atau
diduga terjadi  pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan, maka
diperlukan tindakan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku.

“Mudakir Iskandar Syah, Op.Cit, hal, 29.
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2. Sanksi pidana denda atas pelanggaran
kawasan tanpa rokok perlu diberlakukan
dengan secara maksimal untuk
mencegah terjadinya pelanggaran atas
larangan-larangan di kawasan tanpa
rokok. pimpinan dan/atau penanggung
jawab tempat yang ditetapkan sebagai
kawasan dilarang merokok apabila
terbukti membiarkan orang merokok di
kawasan dilarang merokok, perlu
dikenakan sanksi administrasi.
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